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ABSTRAK 

Nama: Rocky Saputra M. Ibrahim. NIM : 710519005. “REKONSTRUKSI 

PASAL 106 AYAT (8), PASAL 281 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEARAH PEMBAHARUAN 

HUKUM”. Pembimbing I : Dr. Fence M. Wantu SH., M.H dan Pembimbing 

II : Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH. 

Tesis dengan judul : “Rekonstruksi Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kearah Pembaharuan 

Hukum”, bertujuan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme 

tilang yang lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu 

hal langsung pada permasalahannya. 

Adapun tipe atau sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

melakukan pendekatan undang-undang (statute approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi tilang yang 

dilakukan oleh petugas kepolisian belum maksimal, sehingga dengan penerapan 

sanksi baru dalam pemberian sanksi tilang Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tujuan diterapkanya sanksi 

tilang tersebut adalah untuk memberikan keselamatan dan perlindungan dalam 

berkendara.  Penerapan sanksi tilang ini bisa memberikan efek jera bagi masyarakat 

dan juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran tilang 

yang relevan perlu adanya sebuah mekanisme penerapan sanksi baru yang 

kemudian dilaksanakan dengan cara yang tepat dan cepat dengan bantuan 

perangakat lunak berbasis jaringan atau website yang pelaksanaannya lebih 

transparansi pada publik, hal ini juga bertujuan menghindari adanya bentuk-bentuk 

penilangan yang bersifat gaib atau sering disebut pengadilan dibawah pohon yang 

dilakukan oleh oknum-oknum aparat tidak bertanggung jawab. Penilitian ini 

bertujuan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme tilang yang 

lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu hal langsung 

pada permasalahannya. 

 

Kata Kunci: Normatif, Sanksi Tilang, Pembaharuan Hukum. 
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